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GLOSARIUM 

 

Action pauliana                                           : 

 

 

 

 

 

Bankruptcy                                                  : 

 

 

 

 

Faillite                                                         : 

 

Failliet                                                         : 

 

Faillissementsverordening                          :                       

Financial distress                                        :                                        

Fiat justitia et pereat mundus                     :                      

 

Forward transaction                                   : 

Gerechtigkeit                                               :                                                                                  

Gijzeling                                                      :                                                       

Purposive random sampling                       :                                               

 

 

 

Personal Guarantee                                     : 

Rechtssicherheit                                          : 

Safe deposit                                                 :  

 

To fail                                                          : 

 

 

 

Uit voerbaar bij voorraad                           : 

 

Wetboek van koophandel Nederland            : 

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvodering    : 

 

Zweckmassigkeit                                          : 

 

Gugatan yang dilakukan oleh kurator 

atas izin hakim pengawas untuk 

merebut atau mengambil asset pailit 

terhadap pihak dengan siapa debitor 

pailit melakukan perikatan terhadap 

asset tersebut.  

Kondisi seorang debitor mempunyai 

dua atau lebih kreditor dan tidak dapat 

membayar sedikitnya satu utang yang 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih 

pembayarannya. 

Pemogokan atau kemacetan dalam  

melakukan pembayaran. 

Orang yang mogok atau berhenti 

membayar utangnya. 

Peraturan kepailitan.  

Kesulitan kondisi keuangan. 

Meskipun dunia runtuh hukum harus 

ditegakkan.  

Penyerahan barangnya ditangguhkan.  

Keadilan hukum.  

Paksa badan. 

Suatu cara menentukan sampel dimana 

peneliti telah menentukan atau 

menunjuk sendiri sampel dalam  

penelitiannya. 

Jaminan perorangan. 

Kepastian hukum. 

Kotak penyimpanan harta atau surat-

surat berharga. 

Kepailitan sebagai hukuman bagi 

debitor nakal yang tidak membayar 

utang sambil menyembunyikan aset-

asetnya. 

Putusan ini bersifat serta merta atau 

dilaksanakan terlebih dahulu. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  

Belanda. 

Peraturan kepailitan terhadap debitor 

yang bukan pedagang. 

Kemanfaatan hukum.  
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